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Haritsatwika Hayyu Wicaksana, 2021, Financial Ratio Analysis to 
Measure Regional Government Accounting Performance (Case Study in Tegal 
Regency Government 2016-2019). 
The Regional Government as the party running the wheels of government, 
development and service to the community will carry out accountability through 
financial reports. Local governments are required to be able to build good 
performance measures for evaluation. This study aims to determine the 
Government Accounting Performance in the Tegal Regency Government in 2016-
2019 based on the PAD effectiveness ratio, spending efficiency ratio, regional 
financial independence ratio, spending compatibility ratio and income growth 
ratio as well as trend analysis. 
This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. 
The data used is secondary data in the form of the Regional Government 
Financial Report (LKPD) of Tegal Regency 2016-2019. The data analysis 
technique is measuring government accounting performance by calculating using 
several financial ratios and trend analysis. 
From the research conducted, it was found that the Government Accounting 
Performance in the Tegal Regency Government in 2016-2019, (1) The PAD 
Effectiveness Ratio was categorized as quite effective with a value of 97.07%, (2) 
the Expenditure Efficiency Ratio was categorized as less efficient with a value of 
91.04 %. (3) The Regional Financial Independence Ratio is categorized as very 
low with a value of 19.75%. (4) The Expenditure Harmony Ratio still prioritizes 
the operational expenditure allocation, which is 78.38%, which is higher than the 
capital expenditure ratio of 21.38⁰o. (5) Income Growth Ratio shows that Tegal 
Regency has not been able to maintain it, so the results tend to be unstable. 
 












Haritsatwika Hayyu Wicaksana, 2021, Analisis Rasio Keuangan Untuk 
Mengukur Kinerja Akuntansi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019). 
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat akan melakukan pertanggung 
jawaban melalui laporan keuangan. Pemerintah daerah dituntut agar mampu 
membangun ukuran kinerja yang baik untuk bahan evaluasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 berdasarkan rasio efektivitas PAD, 
rasio efisiensi belanja, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian 
belanja dan rasio pertumbuhan pendapatan serta analisis trend. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal tahun 2016-2019. Teknik analisis 
datanya yaitu mengukur kinerja akuntansi pemerintahan dengan dihitung 
menggunakan beberapa rasio keuangan dan analisis trend. 
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Kinerja Akuntansi 
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016-2019, (1) 
Rasio Efektivitas PAD dikategorikan cukup efektif dengan nilai sebesar 97,07%; 
(2) Rasio Efisiensi Belanja dikategorikan kurang efisien dengan nilai sebesar 
91,04%; (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan sangat rendah 
dengan nilai sebesar 19,75%; (4) Rasio Keserasian Belanja masih mengutamakan 
prioritas untuk alokasi belanja operasi sebesar 78,38% lebih besar dibandingkan 
dengan rasio belanja modal sebesar 21,38%; (5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal belum mampu mempertahankannya, 
sehingga hasilnya cenderung tidak stabil. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berakhirnya1 kewenangan di masa orde1 baru1 pada tahun 1998 
mengakibatkan banyaknya peralihan yang terjadi khususnya pada 
pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang semula bersifat 
terpusat kini mulai mengalami desentralisasi. Adanya desentralisasi ini 
mengakibatkan tercetusnya otonomi daerah bagi pemerintahan daerah. 
Keadaan ini ditandai dengan diberlakukannya UU No. 23/2014 mengenai 
Pemerintahan Daerah (Pandjaitan et al., 2018). Dimana dalam UU tersebut 
terdapat pemberian1 hak1 otonomi1 daerah1 terhadap1 pemerintah1 daerah1 
sebagai1 pemegang1 kekuasaan1 yang1 diberikan1 secara1 luas1 untuk1 
menyelenggarakan1 pemerintahan1 otonomi. 
Undang-undang tersebut 1 juga menjelaskan terkait pembagian otonomi 
yang seluas-luasnya pada daerah (Kabupaten dan Kota) ditujukan untuk 
mempercepat terbentuknya dan tercapainya kesejahteraan masyarakat 
melalui berbagai program serta kegiatan peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan partisipasi ke semua lapisan masyarakat (Fitra et al., 
2020). Peningkatan1 pertumbuhan1 ekonomi1 daerah1 menjadi1 salah1 satu1 
indikator1 penentu dalam mencapai kesejahteraan1 masyarakat 1 yang ditandai 
dengan peningkatan pendapatan daerah maupun peningkatan produksi dari 





Otonomi1 daerah1 menjadi salah1 satu1 kesempatan1 untuk masyarakat 1 
ikut1 andil dalam1 pembangunan1 daerah1 demi1 mencapai1 kesejahteraan1 
bersama1 serta kemandirian suatu daerah. 1 Otonomi daerah juga memberikan1 
ruang1 untuk1 menyusun1 renstra1 pembangunan1 daerah1 yang1 lebih1 baik1 dan 
lebih tertata. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, harapan pemda 
untuk kedepannya agar roda1 pemerintahan1 dapat1 berjalan1 dengan efektif1 
dan1 efisien,1 sehingga1 dapat memotivasi masyarakat 1 dalam mengembangkan1 
berbagai potensi1 dari1 tiap-tiap1 daerah1 (Maulina & Rhea, 2019). 
Pemerintah1 daerah1 sebagai1 pihak1 yang1 menjalankan1 roda 
pemerintahan,1 pembangunan1 dan1 pelayanan1 terhadap masyarakat 1 hanya 
melakukan pertanggungjawaban1 melalui laporan keuangan1 daerah.1 Menurut 
penelitian Soedarsa (2020) laporan1 keuangan1 sudah1 bersifat1 general1 
purposive,1 akan1 tetapi1 tidak1 semua1 kepala1 daerah1 dapat1 memahami1 
mekanisme akuntansi. 1 Akuntansi menjadi alat 1 untuk1 menghasilkan1 laporan1 
keuangan,1 sementara1 informasi1 dalam laporan tersebut 1 sangat1 dibutuhkan1 
dalam1 pengambilan1 keputusan.1 Sehingga1 untuk1 memudahkan dalam1 
mengimplementasikan dan1 menafsirkan laporan1 keuangan1 tersebut 1 dapat1 
dibantu1 menggunakan1 analisis1 laporan1 keuangan.1 
Analisis1 kinerja1 pemda dapat 1 dilihat1 dari1 kinerja1 keuangan1 masing-
masing pemda. Salah1 satu1 cara1 untuk1 menganalisis1 kinerja1 keuangan1 pada 
suatu1 daerah1 yaitu dengan1 menganalisis rasio 1 keuangan1 di dalam1 Anggaran1 
Pendapatan1 dan1 Belanja1 Daerah1 (APBD).1 Menurut penelitian Ropa (2016) 





meningkatkan1 kualitas1 pengelolaan1 keuangan1 daerah,1 selain1 itu1 dapat juga1 
digunakan1 sebagai1 alat1 untuk1 menilai1 efektivitas1 otonomi1 daerah1 
dikarenakan kebijakan1 inilah yang1 memberikan1 keleluasaan1 pemda1 dalam 
mengelola1 keuangan1 daerahnya1 yang seharusnya1 bisa1 meningkatkan1 
kinerja1 keuangan1 daerah1 yang1 bersangkutan.1 
Pemerintah daerah dituntut supaya mampu dalam membangun ukuran 
kinerja1 yang1 baik.1 Pengukuran1 kinerja1 akuntansi untuk1 kepentingan1 umum 
dapat1 dijadikan1 sebagai bahan untuk evaluasi1 dan1 koreksi efisiensi dengan1 
membandingkan pola kerja1 dan1 pelaksanaannya.1 Disamping itu1 bisa juga1 
digunakan sebagai1 tolak1 ukur1 dalam peningkatan1 kinerja,1 terutama dalam 
akuntansi pemerintahan daerah pada1 periode1 selanjutnya. Pengukuran1 
kinerja1 sektor1 publik1 menjadi hal terpenting karena1 bertujuan1 untuk1 
membantu1 pemda dalam1 melakukan penilaian implementasi strategi1 
melalui1 alat1 pengukuran keuangan (Ropa, 2016). 
Mahmudi (2016) menyatakan bahwa, analisis1 rasio1 keuangan1 
merupakan1 perbandingan1 antara1 dua1 angka1 yang1 datanya1 diambil1 dari1 
laporan1 keuangan1 yang digunakan1 untuk1 menginterpretasikan 
perkembangan1 kinerja1 dari1 tahun1 ke1 tahun.1 Kinerja1 akuntansi pemda dapat 
diukur dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya yaitu rasio 1 
efektivitas1 PAD1 dengan1 cara1 membandingkan1 realisasi1 penerimaan1 PAD1 
dengan1 target1 penerimaan1 PAD.1 Rasio1 efisiensi1 belanja1 yaitu perbandingan1 
antara1 realisasi1 belanja1 dengan1 anggaran1 belanja,1 digunakan1 untuk1 





Rasio1 kemandirian1 keuangan1 daerah1 dapat diperhitungkan dengan1 cara1 
membandingkan1 jumlah1 penerimaan1 PAD1 dibagi1 dengan1 jumlah1 
pendapatan1 transfer1 (transfer pusat,1 provinsi1 dan1 pinjaman1 daerah).1 
Rasio1 keserasian1 belanja1 digunakan1 untuk1 mengetahui1 keseimbangan1 
antar1 belanja.1 Rasio keserasian belanja1 dibagi menjadi dua yaitu1 rasio1 
belanja1 operasi1 dan1 modal.1 Keduanya sama-sama membandingkan antara1 
realisasi1 belanja1 dengan1 total1 belanja1 daerah. Rasio 1 pertumbuhan1 
pendapatan1 digunakan untuk1 mengetahui1 apakah1 pemerintah1 daerah1 dalam1 
tahun1 anggaran1 bersangkutan1 atau1 selama1 beberapa1 periode1 anggaran,1 
kinerja1 anggarannya1 mengalami1 pertumbuhan1 pendapatan1 secara1 positif1 
atau1 negatif1 (Mahmudi, 2016). 
Kabupaten Tegal merupakan daerah yang memiliki usaha aset yang 
baik terutama pada sektor jasa dan pariwisata, hal ini yang berpotensi 
sebagai sumber pendapatan bagi keuangan daerah dalam upaya 
meningkatkan PAD. Sehingga1 hal1 tersebut 1 akan1 berdampak1 baik pada1 
realisasi1 pendapatan1 daerah1 setiap tahunnya. Adapun tabel1 di1 bawah1 ini1 
mengenai realisasi1 pendapatan1 daerah1 Kabupaten1 Tegal tahun 2016-2019 : 
Tabel 1.1 
Realisasi Pendapatan Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
Tahun 
Realisasi Pendapatan Daerah Total Pendapatan 
Daerah PAD Transfer Dana Lain-Lain PAD yang Sah 
2016 Rp 316.051.189.733 Rp 1.835.602.482.074 Rp 009.507.387.780 Rp 2.161.161.059.587 
2017 Rp 375.531.165.351 Rp 1.921.568.586.197 Rp 153.666.800.582 Rp 2.450.766.552.130 
2018 Rp 372.282.676.054 Rp 2.008.586.726.208 Rp 143.496.517.552 Rp 2.524.365.919.814 
2019 Rp 436.003.392.413 Rp 1.837.604163.183 Rp 482.069.928.556 Rp 2.755.677.484.152 





Berdasarkan1 tabel1 1.1 dapat1 diketahui1 bahwa1 yang terjadi1 di 
Kabupaten Tegal antara lain, yang pertama untuk ketergantungan 1 
pemerintah1 daerah1 Kabupaten Tegal terhadap1 transfer dana1 dari1 pemerintah1 
pusat1 masih tinggi,1 selama kurun waktu 2016-2019 pendapatan transfer 
dana selalu mengalami peningkatan, yang kedua rendahnya 1 kemampuan1 
daerah1 dalam1 mengelola dan menggali1 sumber-sumber1 PAD sehingga 
penerimaan pendapatan1 asli1 daerah1 relatif rendah jika1 dibandingkan dengan 
pendapatan transfer dana dari pusat. Hal ini disebabkan pada realisasi 
belanja pemda yang kualitas1 belanjanya1 masih1 kurang1 baik, karena rata-
rata1 45% anggarannya1 habis1 untuk1 membayar1 pegawai.1 Sehingga1 untuk1 
setiap1 kebutuhan1 pembangunan1 penting1 lainnya,1 pemda menggantungkan1 
pembiayaan1 APBD1 pada1 transfer1 dana1 dari1 pusat1 (Nugraha, 2019). 
Dilihat dari kinerja akuntansi pemerintah daerah, di Kabupaten Tegal 
untuk realisasi PAD dari1 tahun1 2016 ke1 tahun1 2017 mengalami1 kenaikan1 
sebesar1 18,82%, kemudian1 dari tahun1 2017 ke1 tahun1 2018 mengalami1 
penurunan sebesar1 0,87% dan1 dari tahun1 2018 ke1 tahun1 2019 mengalami1 
kenaikan1 sebesar1 17,12%. Dari hasil di atas, jika kinerja akuntansi diukur 
menggunakan Rasio Efektivitas PAD, maka pada tahun 2016, 2017 dan 
2019 dapat di kategori hasilnya sudah baik karena mengalami kenaikan, 
sedangkan tahun 2018 dapat di kategori hasilnya cukup karena mengalami 
penurunan. 
Berdasarkan laporan1 hasil1 pemeriksaan1 yang1 disampaikan oleh1 





Kabupaten Tegal mendapatkan1 kembali opini1 Wajar1 Tanpa1 Pengecualian1 
(WTP)1 untuk1 keempat kalinya. Menurut Bapak Ayup Amali selaku Kepala 1 
BPK1 Provinsi1 Jawa1 Tengah1 mengapresiasi1 kinerja1 kepala1 daerah1 yang 
telah membantu BPK dalam menyelesaikan semua tugas pemeriksaan, 
sehingga LKPD dapat diselesaikan dan diserahkan dengan baik. Melalui 
pers conference, Bapak Ayup Amali mengharapkan, pemerintah tetap 
menjaga kontinuitas dan penanganan usaha aset yang baik (Rahman, 2020). 
Penelitian ini mengacu pada penelitian Halkadri Fitra, Febri Mukhlis 
dan Sintia Rama Dani (2020). Perbedaan dengan1 penelitian1 sebelumnya 
terletak1 pada1 waktu1 dan1 lokasi penelitian.1 Penelitian1 sebelumnya 
bertempat 1 pada Kabupaten1 Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya tahun 
2020, sedangkan penelitian ini bertempat di Kabupaten Tegal tahun 2021. 
Perbedaan lainnya adalah teknik analisis data, dimana penelitian 
sebelumnya menggunakan sepuluh rasio keuangan yaitu: analisis 1 varians1 
total1 pendapatan,1 pertumbuhan1 realisasi1 total1 pendapatan,1 rasio1 efektivitas 
total1 pendapatan,1 rasio1 efektivitas PAD, rasio realisasi belanja1 operasi,1 
rasio1 realisasi belanja 1 modal,1 rasio1 efisiensi1 total belanja,1 rasio1 
kemandirian1 keuangan1 daerah,1 rasio1 ketergantungan1 keuangan1 daerah1 dan 
rasio1 derajat desentralisasi keuangan1 daerah,1 sedangkan penelitian ini 
menggunakan lima1 rasio1 yaitu:1 rasio1 efektivitas1 PAD,1 rasio1 efisiensi1 
belanja,1 rasio1 kemandirian1 keuangan daerah, rasio 1 keserasian belanja dan1 





Berdasarkan fenomena di1 atas1 maka penulis1 tertarik untuk1 melakukan1 
penelitian1 yang1 berjudul1 “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur 
Kinerja Akuntansi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan1 kajian latar1 belakang1 di1 atas,1 maka1 penelitian ini 
merumuskan masalah1 sebagai1 berikut1 : 
1. Bagaimanakah Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio Efektivitas 
Pendapatan Asli Daerah? 
2. Bagaimanakah Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio Efisiensi 
Belanja? 
3. Bagaimanakah Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah? 
4. Bagaimanakah Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio 
Keserasian Belanja? 
5. Bagaimanakah Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 






6. Bagaimanakah Analisis Trend Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan1 rumusan1 masalah1 di1 atas,1 maka1 tujuan1 dalam penelitian1 
ini1 adalah1 : 
a. Untuk mengetahui Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio Efektivitas 
Pendapatan Asli Daerah. 
b. Untuk mengetahui Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio Efisiensi 
Belanja. 
c. Untuk mengetahui Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah. 
d. Untuk mengetahui Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio 
Keserasian Belanja. 
e. Untuk mengetahui Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal1 tahun 2016-2019 diukur dari Rasio 
Pertumbuhan Pendapatan. 
f. Untuk mengetahui Analisis Trend Kinerja Akuntansi Pemerintahan 





D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan1 tujuan1 penelitian1 di1 atas,1 maka penelitian1 ini1 diharapkan 
dapat1 memberikan1 manfaat 1 antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian1 ini1 dibuat dengan harapan untuk mengetahui kinerja akuntansi 
pemerintahan pada Pemda Kab. Tegal dan menambah pengetahuan 
dalam analisis rasio keuangan daerah. Serta dapat menjadi sumber 
referensi, informasi tambahan maupun perbandingan bagi akademisi 
untuk penelitian selanjutnya di bidang sektor publik dalam membahas 
mengenai analisis rasio keuangan pada kinerja akuntansi pemerintahan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal1 
Penelitian1 ini1 diharapkan1 mampu1 memberikan1 masukan1 kepada 
Pemda Kab. Tegal dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dan1 bahan1 
pertimbangan1 guna pengambilan1 keputusan1 untuk meningkatkan1 
kualitas1 kinerja1 akuntansi pemerintahan pada periode1 selanjutnya.1 
b. Bagi Masyarakat 
Penelitian1 ini1 diharapkan dapat 1 digunakan1 sebagai1 informasi1 bagi1 
masyarakat 1 luas untuk1 mengetahui1 seberapa besar tingkat 1 
akuntabilitas dan transparansi Pemda Kab. Tegal dalam menghasilkan 
dan mengelola keuangannya. Serta untuk mengetahui kinerja 
akuntansi pemerintahan pada pemda, sehingga1 dapat1 dijadikan 







A. Landasan Teori 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Menurut 1 PP No. 12/2019 tentang1 Pengelolaan1 Keuangan1 Daerah1 
dalam1 ketentuan umumnya menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan 
daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan 
keuangan daerah terdiri dari tiga tahap yaitu : 
a. Tahap Perencanaan 
Pada tahap1 perencanaan yang1 dilakukan pada dasarnya adalah 
sebuah proses yang kemudian dalam proses tersebut menghasilkan 1 
output1 perencanaan1 berupa1 dokumen1 perencanaan1 pemerintah 
daerah.1 
b. Tahap Pelaksanaan atau Implementasi 
Hasil output1 pada tahap1 perencanaan berupa1 RAPBD1 yang1 
telah1 disahkan oleh1 DPRD1 menjadi APBD yang akan1 menjadi1 input1 
pada1 tahap1 pelaksanaan, yaitu1 implementasi anggaran.1 Melalui1 







c. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja 
Input dalam tahap1 pelaporan merupakan output1 dari1 tahap1 
pelaksanaan1 yaitu berupa1 laporan1 pelaksanaan1 anggaran1 yang akan1 
diproses1 lebih1 lanjut1 untuk1 menghasilkan1 laporan1 keuangan1 yang1 
akan1 dipublikasikan1 (output) (Mahmudi, 2016). 
Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya ada ditangan pemerintah 
daerah. APBD menggambarkan bagaimana kemampuan pemda dalam 
mengelola keuangannya. Dengan demikian pemda dituntut mandiri dan 
kreatif dalam mengelola keuangan daerah dengan menggali, 
mendapatkan serta mengolah sumber-sumber pendapatannya untuk 
kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah. Kemajuan suatu daerah 
tergantung pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah tersebut. 
Selain1 membutuhkan1 sumber1 daya1 yang1 baik, pengelolaan keuangan1 
daerah1 yang1 baik1 juga1 memerlukan kemampuan1 keuangan daerah1 yang1 
memadai.1 Tingkat 1 kemampuan1 keuangan daerah1 dapat1 diukur salah 
satunya dari1 penerimaan daerah khususnya Pendapatan1 Asli1 Daerah1 
(Sartika & Pratama, 2019). 
 
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Mahmudi (2016) menyatakan bahwa, Sistem1 Akuntansi1 
Pemerintah1 Daerah1 (SAPD) merupakan1 kumpulan1 dari1 subsistem1 yang1 
terdapat1 tahap-tahap,1 prosedur,1 perangkat,1 dan1 peraturan1 yang1 harus1 





kemudian1 mengolah1 data1 tersebut1 menjadi1 berbagai1 laporan1 keuangan1 
untuk1 pihak1 luar1 maupun1 internal1 pemerintah1 daerah.1 
Dalam Peraturan1 Bupati1 Tegal1 No. 17/2014 tentang1 Sistem1 
Akuntansi1 Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten Tegal1 dijelaskan bahwa, 
SAPD1 adalah1 rangkaian1 sistematik1 dari1 prosedur,1 penyelenggara, 1 
peralatan1 dan1 elemen1 lain1 untuk1 mewujudkan1 fungsi1 akuntansi1 sejak1 
analisis1 transaksi1 sampai1 dengan1 pelaporan1 keuangan1 di1 lingkungan1 
organisasi1 pemerintahan1 daerah.1 SAPD ini bertujuan untuk : 
a. Menjamin untuk semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di 
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tegal yaitu di SKPKD dan 
SKPD sudah dicatat secara besar. 
b. Menjamin untuk semua informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan bebas dari salah saji material. 
c. Menjamin untuk informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
berasal dari suatu proses (siklus akuntansi) sehingga bisa ditelusuri 
kebenarannya (Peraturan Bupati Tegal No. 17/2014). 
SAPD ini berlaku untuk BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam 
melakukan identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, serta penyajian laporan 
(Peraturan Bupati Tegal No. 17/2014). Untuk menyusun SAPD tersebut, 






a. Identifikasi Prosedur 
Untuk tahapan penyusunan SAPD dimulai dari memahami 
proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus 
pengelolaan keuangan daerah. 
b. Menentukan Pihak-Pihak Terkait 
Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, tertentukan pihak-
pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing 
pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan 
output yang diinginkan. 
c. Menentukan Dokumen Terkait 
Mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada 
prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen 
tersebut. Jadi semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana 
yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan 
jurnal. 
d. Menentukan Jurnal Standar 
Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun 
menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan 
penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit 
yang akan digunakan. 
e. Menuangkannya dalam Langkah Teknis 
Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi 





dokumen apa saja yang diperlukan dokumen-dokumen yang terkait 
(Peraturan Bupati Tegal No. 17/2014). 
 
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Dalam1 PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) menjelaskan bahwa, anggaran pemerintah merupakan dokumen 
formal hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang belanja yang 
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan 
yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau 
pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau 
surplus. 
Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan 
memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan 
oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup 
periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya 
anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun (PP No. 
71/2010). Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah 
mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, 
antara lain karena : 
a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 
b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan 






c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi 
hukum. 
d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. 
e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan 
pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah 
kepada publik (PP No. 71/2010). 
Menurut Permendagri1 No.1 33/2019, tentang1 Pedoman1 Penyusunan1 
Anggaran1 Pendapatan1 dan1 Belanja1 Daerah1 (APBD)1 TA. 2020 dalam 
ketentuan umumnya menyatakan bahwa, APBD1 adalah1 rencana1 
keuangan1 tahunan1 daerah1 yang1 ditetapkan1 dengan1 perda.1 APBD1 
merupakan satu kesatuan yang1 terdiri atas komponen sebagaimana yang 
dimaksud dalam UU No. 12/2019 Pasal 27 yaitu : 
a. Pendapatan Daerah 
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 
Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan 
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
b. Belanja Daerah 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 





lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah untuk mendanai 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
c. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
Mahmudi (2016) menyatakan bahwasanya apabila total pendapatan 
yang diperoleh lebih1 besar1 dari1 seluruh belanja1 yang dikeluarkan, maka 1 
akan1 mengalami surplus1 anggaran.1 Dan sebaliknya, apabila total belanja 
yang telah dikeluarkan lebih besar dari total pendapatan yang diterima, 
maka akan mengalami defisit anggaran. Surplus maupun defisit anggaran 
di bukan hasil final dari laporan1 realisasi1 anggaran.1 Dalam laporan1 
realisasi1 anggaran1 terdapat komponen1 pembiayaan penerimaan dan 
pembiayaan pengeluaran. Apabila terjadi surplus anggaran, maka akan 
diperhitungkan dalam pembiayaan pengeluaran dan sebaliknya apabila 
terjadi defisit maka akan ditutup melalui pembiayaan penerimaan. Jadi 
meskipun defisit, sebenarnya pemerintah daerah belum benar-benar 
mengalami kebangkrutan karena masih memiliki sumber untuk menutup 






4. Laporan1 Keuangan1 Pemerintah1 Daerah1 
Sesuai1 dengan1 PP1 No.1 71/2010 tentang1 Standar1 Akuntansi1 
Pemerintah (SAP) bahwa, laporan1 keuangan1 pemerintah1 daerah1 terdiri1 
dari1 laporan1 pelaksanaan1 anggaran1 dan laporan1 finansial,1 seluruh 
komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut : 
1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan 
Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang 
dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, 
belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah 
lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, 
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 





c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu 
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan dan dana bagi hasil. 
d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran 
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu 
dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 
pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil 
divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk 
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada 
entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
3. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur 







4. Laporan Operasional 
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 
pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup 
secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-
LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 
5. Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan 
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir 
kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang 
dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan 
pengeluaran kas. Tujuan pelaporan arus kas adalah1 memberikan1 
informasi1 mengenai1 sumber,1 penggunaan,1 perubahan1 kas1 dan1 setara1 
kas1 selama1 suatu1 periode1 akuntansi1 serta1 saldo1 kas1 dan1 setara1 kas1 
pada1 tanggal1 pelaporan.1 Informasi1 ini1 disajikan1 untuk1 
pertanggungjawaban1 dan1 pengambilan1 keputusan.1 
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 







7. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan 
Perubahan Ekuitas. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan 
adalah untuk1 meningkatkan1 transparansi1 laporan1 keuangan1 dan1 
penyediaan1 pemahaman1 yang1 lebih1 baik,1 atas1 informasi1 keuangan1 
pemerintah1 (PP No. 71/2010). 
Dalam1 rangka1 pertanggungjawaban1 pelaksanaan1 APBD,1 maka1 
setiap Kepala1 Daerah1 harus menyampaikan1 laporan1 keuangan1 daerah 
secara tepat 1 waktu1 dan1 disusun1 sesuai1 dengan1 Standar1 Akuntansi1 
Pemerintah1 (SAP).1 Penyusunan1 laporan1 keuangan1 yang1 berpedoman1 
pada1 SAP1 merupakan salah1 satu1 cara1 untuk1 mewujudkan1 good1 
governance,1 sehingga1 kinerja1 keuangan akan1 semakin1 mudah1 untuk1 
dinilai1 oleh1 pihak-pihak yang tertentu1 maupun1 masyarakat 1 luas1 (Natalia 
& Astuti, 2015). 
 
5. Kinerja Akuntansi Pemerintahan 
Kinerja akuntansi pemerintahan daerah adalah kemampuan suatu 
daerah untuk menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli 
daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya 
sistem pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat dan 





pemerintah pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengelola 
dana keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai1 dengan1 
peraturan1 perundang-undangan1 yang1 telah1 ditentukan1 (Mariani, 2013). 
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem untuk 
membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi 
dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial yang dapat 
dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi yang diperkuat dengan 
menetapkan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment system) 
(Mardiasmo, 2018). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 
memenuhi tiga maksud yaitu : 
a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga 
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal 
ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor 
publik. 
b. Untuk1 mengalokasikan1 sumber1 daya1 serta1 pembuatan1 keputusan.1 
c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik dan 
memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018). 
Pentingnya pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas 
organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih 
baik. Akuntabilitas meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang 
publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. 
Salah1 satu1 faktor1 kunci1 suksesnya1 suatu organisasi1 adalah memiliki 





6. Analisis1 Rasio1 Keuangan1 Daerah1 
Analisis1 laporan1 keuangan1 merupakan1 suatu cara1 bagaimana1 
memahami1 laporan1 keuangan,1 menafsirkan1 angka-angka1 dalam1 laporan1 
keuangan,1 mengevaluasi1 laporan1 keuangan1 dan1 menggunakan1 informasi1 
keuangan1 untuk1 pengambilan1 keputusan.1 Hasil dari perhitungan rasio-
rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dievaluasi dan 
selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan (Mahmudi, 2016). 
Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 
yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka 
dengan angka lainnya. Angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-
angka dalam satu periode maupun beberapa periode serta dapat dilakukan 
antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan (Faud, 2016). 
Analisis kinerja akuntansi pemerintah daerah bertujuan1 untuk1 
mengukur1 dan1 mengevaluasi1 kinerja1 pemda, mengukur1 potensi1 yang 
dimiliki daerah dan seberapa besar usaha pemda untuk mendapatkan 
sumber ekonomi guna mengetahui kondisi keuangan daerah, mengetahui 
kemampuan yang dimiliki oleh pemda dalam1 memenuhi1 kewajibannya1 
dan1 meyakini1 bahwa1 pemda telah1 melaksanakan1 anggaran1 daerah sesuai1 
dengan1 peraturan1 perundang-undangan1 yang berlaku (Fitra, et al., 2020). 
Salah satu alat analisis untuk mengukur kinerja akuntansi adalah 
dengan menggunakan rasio keuangan. Beberapa rasio yang digunakan 
dalam penelitian ini berdasarkan data keuangan pemda yang bersumber 





a. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 
Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menunjukkan 
bagaimana kemampuan pemda dalam mengorganisasikan penerimaan 
pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan 
membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan 
PAD yang dianggarkan (Mahmudi, 2016). 
Kemampuan1 daerah dikategorikan1 efektif1 apabila1 rasio1 yang 
dicapai minimal1 sebesar 100%, sehingga semakin tinggi rasio 
efektivitas maka semakin baik kemampuan daerah (Faud, 2016). 
Pengukuran1 tingkat1 efektivitas1 digunakan untuk1 mengetahui1 berhasil1 
tidaknya1 pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggaran. 
Realisasi1 penerimaan1 PAD1 merupakan1 realisasi penerimaan1 
yang bersumber1 dari1 suatu wilayah daerah1 (Kabupaten/Kota) yang 1 
dipungut berdasarkan UU yang berlaku, sedangkan target penerimaan 
PAD merupakan realisasi penerimaan yang bersumber dari 
pemerintah pusat yang telah dianggarkan setiap tahunnya. 
 
b. Rasio Efisiensi Belanja 
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi 
belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan 
untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan 
pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak 





baik untuk rasio ini. Hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja 
pemda relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemda dinilai 
telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 
100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi 
pemborosan anggaran (Mahmudi, 2016). 
Realisasi belanja1 merupakan penerimaan yang bersumber dari 
suatu1 produk1 atau1 hasil1 kerja1 tertentu1 yang dapat 1 dicapai1 dengan1 
penggunaan1 sumber1 daya1 dan1 dana yang 1 serendah-rendahnya, 1 
sedangkan anggaran belanja merupakan1 penerimaan yang bersumber 
dari1 pemerintah pusat yang telah dianggarkan setiap tahunnya, yang 
umumnya1 merujuk1 pada1 daftar1 rencana1 seluruh1 biaya1 dan1 
pendapatan.1 
 
c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio1 ini1 menjelaskan tentang kemampuan1 keuangan daerah 1 
dalam1 membiayai1 sendiri1 kegiatan1 pemda. Rasio 1 ini1 dihitung1 dengan1 
cara1 membandingkan1 jumlah1 Pendapatan1 Asli1 Daerah1 dengan1 
jumlah1 pendapatan1 sumber lainnya, seperti bantuan dari pemerintah 
pusat dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 
tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut, dengan semakin 
tingginya rasio kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan bahwa 
tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin 





Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber 
di dalam wilayah suatu daerah tertentu (Kabupaten/Kota), yang 
dipungut berdasarkan UU yang berlaku. Transfer Pusat dan Provinsi 
merupakan bantuan dana1 perimbangan1 dari1 pemerintah1 pusat1 (berupa1 
DBH, DAU1 dan1 DAK) dan pemerintah1 provinsi1 (berupa1 Pendapatan1 
Bagi1 Hasil1 Pajak), sedangkan pinjaman merupakan bantuan 
penerimaan pinjaman dari pemerintah daerah. 
 
d. Rasio Keserasian Belanja 
Halim (2012) dalam Pramono (2014) rasio keserasian belanja 
merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemda dalam 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) 
dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin 
tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin maka 
semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja 
pembangunan. Ada1 2 perhitungan1 dalam1 rasio1 keserasian1 yaitu1 : 
1. Rasio11 Belanja Operasi 
Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah 
yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi 
merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu 
tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan sifatnya rutin 
atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi 





(Mahmudi, 2016). Belanja operasi terdiri dari, belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja 
hibah dan belanja bantuan sosial. 
2. Rasio Belanja Modal 
Rasio ini menginformasikan porsi belanja daerah yang 
dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam 
tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja modal 
memberikan manfaat jangka panjang menengah dan panjang. 
Belanja modal juga bersifat rutin dan belanja modal akan 
mempengaruhi neraca pemda, yaitu menambah aset daerah. Pada 
umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah 
adalah antara 5% sampai 20% (Mahmudi, 2016). Belanja modal 
terdiri dari, belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung 
dan bangunan, belanja jalan; irigasi dan jaringan, belanja aset tetap 
lainnya dan belanja aset lainnya. 
 
e. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Rasio1 pertumbuhan pendapatan1 untuk1 mengetahui1 apakah1 
kinerja1 anggaran1 pemerintah mengalami1 kenaikan atau penurunan 
pertumbuhan1 pendapatan1 selama beberapa periode tahun anggaran 
(Mahmudi, 2016). Semakin1 tinggi rasio 1 ini1 maka semakin1 baik1 





pemda dapat 1 mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan 
pendapatan pemda dari periode ke periode selanjutnya. 
Pendapatan tahun (t) ini merupakan total realisasi pendapatan 
daerah tahun saat ini, sedangkan pendapatan tahun (t-1) ini merupakan 
total realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian1 terdahulu1 merupakan unsur penting1 sebagai1 dasar1 acuan 
dalam1 rangka1 penyusunan1 penelitian1 ini.1 Manfaatnya tidak lain untuk1 
mengetahui1 hasil1 yang1 telah1 dicapai1 oleh1 peneliti1 sebelumnya1 yang1 dapat1 
dijadikan1 sebagai1 sumber1 referensi1 atau1 bahan1 perbandingan.1 Adapun 
uraian penelitian1 terdahulu1 yang1 berhubungan dengan1 penelitian1 ini, 1 
diantaranya sebagai1 berikut1 : 
Penelitian1 Mega Oktavia Ropa (2016) yang berjudul Analisis Kinerja 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi 
dikategorikan kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan 
daerah dikategorikan masih rendah, rasio aktivitas dikategorikan kurang 
baik, dan rasio pertumbuhan dikategorikan baik untuk pertumbuhan PAD 
dan pendapatan, sedangkan untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja 
pembangunan dikategorikan kurang baik. Dengan demikian, kinerja 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan 





Penelitian Marina F. Pandjaitan, Parengkuan Tommy dan Victoria N. 
Untu (2018) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah 
Kota Manado Tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-
rata derajat desentralisasi dikategorikan masih sangat rendah, rasio 
ketergantungan keuangan daerah dikategorikan masih tinggi, rasio 
kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah dengan pola konsultatif, 
rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja 
dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi 
belanja dikategorikan kurang efisien. 
Penelitian Hery Susanto (2019) yang berjudul Analisis Rasio 
Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas 
dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio 
kemandirian pengelolaan keuangan daerah dikategorikan masih rendah, 
rasio aktivitas dikategorikan kurang baik, rasio pertumbuhan pada 
komponen PAD dikategorikan kurang baik, sementara pada komponen rasio 
pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja 
dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari 
belanja modal. 
Penelitian Fera Maulina dan Rhea (2019) yang berjudul Analisis 
Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). Berdasarkan 





bahwa pola hubungan antara tingkat kemerdekaan daerah Kalimantan Barat 
(Borneo) berada dalam kriteria "partisipatif". Tingkat desentralisasi fiskal 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori "cukup". 
Tingkat efektivitas masuk1 dalam1 kategori1 "efektif",1 sementara1 tingkat 
efisiensi masuk1 dalam1 kategori1 "kurang efisien".1 Rasio1 keserasian1 
menunjukkan1 keseimbangan1 pengeluaran “tidak seimbang”1 dan Rasio 1 
pertumbuhan1 yang masih berfluktuasi. 
Penelitian Novira Sartika dan Adrian Irnanda Pratama (2019) yang 
berjudul Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak diukur 
dengan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sangat rendah 
dengan rasio rata-rata 9,83%. Selanjutnya jika diukur 1 dengan1 rasio1 efisiensi1 
keuangan1 daerah menunjukkan efisiensi1 dengan rasio rata-rata 67,51%. 
Kemudian ketika diukur dengan rasio efektivitas PAD menunjukkan efektif 
dengan rasio rata-rata 112,51%. Ketika diamati oleh rasio pertumbuhan 
menunjukkan kondisi fluktuasi. Terakhir, diukur dari rasio keserasian, 
terutama rasio pengeluaran operasional menunjukkan rata-rata 64,95% dan 
belanja modal 31,53%. 
Penelitian Herry Goenawan Soedarsa (2020) yang berjudul Analisis 
Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-





rata1 rasio1 kemandirian1 lokal Kabupaten1 Pesawaran1 yang berada dalam pola 
hubungan instruktif. Namun tingkat efektivitas pengelolaan keuangan 
Kabupaten Pesawaran masuk kategori cukup efektif. Sementara tingkat 
efisiensi pengelolaan keuangan masuk kategori relatif kurang efisien, 
kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran masih belum 
ideal. Dapat dilihat dari rata-rata Saham dan Pertumbuhan, posisi Kabupaten 
Pesawaran berada di kuadran II. 
Penelitian Halkadri Fitra, Febri Mukhlis dan Sintia Rama Dani (2020) 
yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Induk dan Kabupaten Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Sijunjung dan 
Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya telah nilai varians negatif, (2) 
Pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sijunjung lebih rendah dari 
Dharmasraya, (3) Rasio efektivitas pendapatan Kabupaten Sijunjung lebih 
tinggi dari Dharmasraya, (4) Rasio efektivitas pendapatan asli Kabupaten 
Sijunjung lebih tinggi dari distrik Dharmasraya, (5) Realisasi pengeluaran 
operasi terhadap total realisasi pengeluaran Kabupaten Sijunjung lebih 
tinggi dari Dharmasraya, (6) Rasio 1 realisasi1 belanja1 modal1 terhadap1 
realisasi1 total1 pengeluaran Kabupaten Sijunjung lebih rendah dari 
Dharmasraya, (7) Efisiensi pengeluaran Kabupaten Sijunjung rasio tersebut 
lebih rendah dari Dharmasraya, (8) Keuangan Kabupaten Sijunjung rasio 





ketergantungan keuangan lebih rendah dari Dharmasraya dan (10) Rasio 
kemandirian keuangan Kabupaten Sijunjung lebih tinggi dari Dharmasraya. 
 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Tingkat keberhasilan pada otonomi9 daerah9 tidak9 terlepas9 dari9 yang 
namanya kinerja9 keuangan pemerintah9 daerah9 dalam9 mengelola9 keuangan 
daerah. Pada9 awal9 periode anggaran9 pemerintah9 daerah9 menetapkan9 
Anggaran9 Pendapatan9 dan9 Belanja9 Daerah9 (APBD), sebagai9 acuan9 dasar 
dalam9 upaya perealisasian kegiatan9 daerah9 untuk9 satu9 periode anggaran.9 
Pada saat berakhirnya anggaran9 dalam satu periode, Badan9 Pengelolaan 
Keuangan9 dan9 Aset9 Daerah9 (BPKAD)9 mempunyai kewajiban untuk 
menyusun9 laporan9 keuangan9 yang berupa Laporan9 Keuangan9 Pemerintah9 
Daerah9 (LKPD)9 sebagai9 wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan9 
APBD9 pada daerah9 tersebut.9 LKPD9 dibuat 9 dengan menggunakan akrual 
basis sesuai9 dengan9 PP9 No.9 71/2010 yang membahas mengenai Standar 9 
Akuntansi9 Pemerintah9 (Margarita, 2019). 
Kepala daerah membuat LKPD sesuai9 dengan9 basis9 akuntansi9 yang 9 
telah9 ditetapkan9 oleh pemerintah.9 Kas basis digunakan sebelum9 tahun9 2015x 
yang tertera pada PP9 No.9 24/2005, yang9 menghasilkan9 laporan9 keuangan9 
berupa9 Laporan9 Realisasi9 Anggaran,9 Neraca, Laporan9 Arus9 Kas9 dan9 
CaLK. Seiring berjalannya waktu kas basis digantikan dengan akrual basis 
setelah dikeluarkannya PP No. 71/2010 yang menghasilkan laporan 9 





Laporan Perubahan9 Saldo9 Anggaran9 Lebih,9 Laporan9 Arus9 Kas,9 Neraca, 
Laporan9 Perubahan9 Ekuitas9 dan CaLK. 
Laporan9 Keuangan9 Pemerintah Daerah yang 9 dihasilkan9 pemerintah,9 
maka dapat 9 dianalisis9 mengenai kinerja9 akuntansi pemerintah9 daerah9 
dengan9 menggunakan berbagai9 rasio9 keuangan,9 diantaranya9 yaitu:9 rasio 9 
efektivitas9 PAD, rasio 9 efisiensi9 belanja, rasio 9 kemandirian9 keuangan9 
daerah,9 rasio9 keserasian9 belanja dan9 rasio9 pertumbuhan9 pendapatan. 
Adapun model9 kerangka9 pemikiran9 penelitian9 ini9 digambarkan9 
sebagai9 berikut9 : 
 
 


















Model Kerangka Pemikiran Konseptual 
 
 
Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 











Kinerja Akuntansi Pemerintahan 








A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini1 menggunakan1 metode penelitian1 deskriptif dengan1 
pendekatan1 kualitatif. Penelitian1 ini1 dilakukan dengan1 tujuan untuk1 
menghitung rasio keuangan yang kemudian dari hasil perhitungannya 
dianalisis untuk1 mengetahui1 kinerja1 akuntansi pemerintahan daerah1 
Kabupaten1 Tegal tahun1 2016-2019. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian pada BPKAD 1 
(Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten1 Tegal1 yang 
berwenang menghimpun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
dan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)1 Kabupaten1 
Tegal.1 
 
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
1. Definisi Konseptual 
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio kemandirian 
keuangan daerah, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan 





a. Rasio Efektivitas PAD 
Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menunjukkan 
bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan 
penerimaan PAD sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan 
membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan 
PAD yang dianggarkan (Mahmudi, 2016). 
b. Rasio Efisiensi Belanja 
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi 
belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan 
untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan 
pemerintah (Mahmudi, 2016). 
c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 
membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi 
dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi 
serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2016). 
d. Rasio Keserasian Belanja 
Rasio keserasian belanja merupakan rasio yang mendeskripsikan 
aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya 
pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja 
modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang 
dialokasikan untuk belanja rutin maka semakin kecil persentase dana 





e. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Rasio pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui apakah 
kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan 
pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran 
(Mahmudi, 2016). 
 
2. Operasionalisasi Variabel 
Berdasarkan uraian definisi konseptual di atas, maka 
operasionalisasi1 variabel1 pada1 penelitian1 ini1 akan dijabarkan dengan 
tabel1 berikut1 ini1 : 
Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 
Variabel Rumus Skala 
Rasio Efektivitas 
PAD 
Realisasi Penerimaan PAD 
x 100% Rasio 








Pendapatan Asli Daerah 
x 100% Rasio 





Realisasi Belanja Operasi 
x 100% Rasio 
Total Belanja Daerah 
Realisasi Belanja Modal 
x 100% Rasio 
Total Belanja Daerah 
Rasio Pertumbuhan 
Pendapatan 
Pendapatan Th t - Pendapatan Th (t-1) 
x 100% Rasio 
Pendapatan Th (t-1) 








D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 1 Kabupaten1 Tegal1 
tahun 2016-2019 yang dikelola oleh BPKAD1 Kab. Tegal,1 serta gambaran 
umum mengenai profil dan struktur organisasi BPKAD 1 Kab. Tegal.1 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara 
observasi, dokumentasi dan wawancara. 
1. Observasi 
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang 
diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada BPKAD 
(Badan1 Pengelolaan1 Keuangan1 dan1 Aset1 Daerah) Kabupaten1 Tegal.1  
2. Dokumentasi 
Peneliti mengumpulkan data Laporan1 Keuangan1 Pemerintah1 
Daerah1 (LKPD)1 Kabupaten1 Tegal,1 meng-copy dokumen-dokumen, 
arsip-arsip maupun data lain yang digunakan dalam penelitian ini. 
3. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara dengan staf bidang yang berkaitan 
dengan bagian akuntansi pada Badan1 Pengelolaan1 Keuangan1 dan1 Aset 1 
Daerah1 (BPKAD)1 Kabupaten1 Tegal1 dengan tujuan untuk memperoleh 








E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis1 data1 merupakan1 alat1 yang1 digunakan1 dalam1 
membahas1 suatu1 permasalahan.1 Dalam Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif, yaitu melakukan perhitungan-perhitungan 
terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang 
ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun cara analisis yang digunakan 
meliputi : 
1. Menghitung1 rasio1 keuangan1 berdasarkan1 data1 yang1 diperoleh1 di 
BPKAD Kabupaten Tegal.1 
2. Membuat1 grafik1 untuk1 mengetahui1 laju1 pertumbuhan1 dari1 seluruh1 
periode1 penelitian.1 
3. Membandingkan dan menganalisis1 hasil1 perhitungan rasio 1 keuangan1 
daerah terhadap APBD dari masing-masing periode pada tahun 
sebelumnya. 
4. Menarik kesimpulan atas perhitungan rasio keuangan daerah berdasarkan 
kriteria dari masing-masing rasio yang telah ditentukan. Sehingga dapat 
diketahui bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kabupaten1 Tegal.1 
Data yang berasal dari Laporan1 Keuangan1 Pemerintah1 Daerah1 
(LKPD) Kabupaten Tegal1 dianalisis dengan menggunakan1 beberapa rasio 
keuangan dan1 juga1 menggunakan1 analisis trend yaitu : 
a. Rasio Efektivitas PAD 
Rasio 1 ini dihitung 1 dengan1 rumus1 sebagai1 berikut1 : 
Rasio Efektivitas PAD = 
Realisasi Penerimaan PAD 
x 100% 





Kriteria1 yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap 
Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut 1 : 
Tabel 3.2 
Tingkat Efektivitas PAD 
Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas 
Sangat Efektif > 100% 
Efektif 100% 
Cukup Efektif 90% - 99% 
Kurang Efektif 75% - 89% 
Tidak Efektif < 75% 
Sumber : (Mahmudi, 2016) 
 
b. Rasio Efisiensi Belanja 
Rasio ini1 dihitung dengan rumus sebagai1 berikut1 : 





Kriteria1 yang dapat digunakan untuk1 melakukan penilaian terhadap 
Rasio Efisiensi Belanja dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3.3 
Tingkat Efisiensi Belanja 
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 
Tidak Efisien > 100% 
Kurang Efisien 90% - 100% 
Cukup Efisien 80% - 90% 
Efisien 60% - 80% 
Sangat Efisien < 60% 








c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio ini dihitung1 dengan1 rumus1 sebagai1 berikut1 : 
Rasio Kemandirian = 
Pendapatan Asli Daerah 
x 100% 
Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman 
 
Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3.4 





Sangat Rendah 0% - 25% 
Rendah 25% - 50% 
Tinggi 50% - 75% 
Sangat Tinggi 75% - 100% 
Sumber : (Pramono, 2014) 
 
d. Rasio Keserasian Belanja 
Rasio ini dihitung1 dengan1 rumus1 sebagai1 berikut1 : 
Rasio Belanja Operasi : 
 
Rasio Belanja Operasi = 
Realisasi Belanja Operasi 
x 100% 
Total Belanja Daerah 
 
Rasio Belanja Modal : 
 
Rasio Belanja Modal = 
Realisasi Belanja Modal 
x 100% 
Total Belanja Daerah 
 
Sampai saat ini tidak ada pedoman yang ideal besarnya rasio 
keserasian belanja, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan 
daerah serta kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target 





e. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Rasio ini dihitung dengan1 rumus1 sebagai1 berikut1 : 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan = 
Pendapatan Th t - Pendapatan Th (t-1) 
x 100% 
Pendapatan Th (t-1) 
 
f. Analisis Trend 
Analisis pertumbuhan (trend) merupakan analisis untuk 1 
mengetahui1 kecenderungan1 baik1 berupa1 kenaikan1 atau1 penurunan1 
kinerja1 selama1 kurun1 waktu1 tertentu.1 Analisis1 pertumbuhan1 ini1 penting1 
untuk1 mengetahui1 sejarah1 perkembangan1 kinerja.1 Analisis pertumbuhan 
atau trend dapat diaplikasikan untuk menilai pertumbuhan aset, 
pendapatan, utang, surplus atau defisit, dan sebagainya. Dimana neraca 
yang1 disusun1 dalam1 persentase1 trend1 dapat1 memberikan1 informasi1 
mengenai1 tingkat 1 pertumbuhan1 masing-masing1 pos1 laporan1 keuangan1 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
1. Sejarah Berdirinya BPKAD Kabupaten Tegal 
Badan9 Pengelolaan9 Keuangan9 dan9 Aset 9 Daerah9 dibentuk9 
berdasarkan9 Peraturan9 Daerah9 Kabupaten9 Tegal9 Nomor9 12 Tahun9 2016 
tentang9 Pembentukan9 dan9 Susunan9 Perangkat 9 Daerah9 Kabupaten9 Tegal9 
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan9 Bupati9 Nomor9 76 Tahun9 2016 
tentang9 Kedudukan,9 Susunan9 Organisasi, 9 Tugas9 dan9 Fungsi9 serta9 Tata9 
Kerja9 Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. 
Badan9 Pengelolaan9 Keuangan9 dan9 Aset9 Daerah,9 yang9 selanjutnya9 
disebut 9 dengan9 BPKAD9 berkedudukan sebagai unsur Penunjang 
Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dan mempunyai9 Tugas9 Pokok 
membantu9 Bupati9 dalam melaksanakan9 urusan penunjang9 Pemerintahan9 
Daerah di9 bidang9 keuangan9 daerah yang9 menjadi9 kewenangan9 daerah9 
dan9 tugas9 pembantuan9 yang9 diberikan9 kepada9 Pemerintah Daerah. 
Sebagai unsur9 penunjang9 pelaksana urusan9 keuangan daerah,9 Badan9 
Pengelolaan9 Keuangan9 dan9 Aset9 Daerah9 Kabupaten Tegal, dalam 
menjalankan kegiatannya berpedoman kepada visi dan misi Bupati 
sebagai9 penuntun9 dan9 penunjuk9 arah9 tujuan9 yang9 hendak9 dicapai9 oleh 


































DAN PENGAMANAN ASET 
AKUNTANSI 
& PELAPORAN 
Subbidang penyusunan anggaran 
unsur penunjang, unsur pengawas, 







Subidang penyusunan anggaran 
urusan wajib tidak terkait pelayanan 






Subbidang penyusunan anggaran 
urusan wajib pelayanan dasar 




















B. Hasil Penelitian 
Data1 yang1 digunakan1 dalam1 penelitian1 ini1 berupa1 Laporan1 Keuangan1 
Pemerintah1 Daerah1 (LKPD) Kabupaten1 Tegal tahun1 2016-2019. 
Pengukuran Kinerja Akuntansi Pemerintahan Daerah dihitung dengan 1 
menggunakan1 beberapa1 Rasio1 Keuangan1 dan1 juga1 menggunakan1 Analisis 1 
Trend,1 yang disajikan sebagai berikut : 
1. Rasio Efektivitas PAD 
Rasio1 ini dihitung 1 dengan1 rumus1 sebagai1 berikut1 : 
Rasio Efektivitas PAD = 
Realisasi Penerimaan PAD 
x 100% 
Target Penerimaan PAD 
 
Hasil perhitungan dari Rasio 1 Efektivitas1 PAD1 dalam penelitian ini 
sebagai1 berikut 1 : 
Tabel 4.1 
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 











2016 316.051.189.733,60 312.688.892.000,00 101,07 Sangat Efektif 
2017 375.531.165.351,20 370.098.012.000,00 101,46 Sangat Efektif 
2018 372.282.676.054,62 418.830.489.000,00 88,88 Kurang Efektif 
2019 436.003.392.413,29 449.974.699.000,00 96,89 Cukup Efektif 
Rata-Rata 97,07 Cukup Efektif 
Sumber1 : BPKAD1 Kab.1 Tegal yang telah1 Diolah,1 2021 
 
Berdasarkan1 tabel1 4.1 di1 atas,1 maka1 hasil perhitungan dari Rasio 





Sumber : Data yang telah Diolah, 2021 
 
Gambar 4.2 
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
 
Berdasarkan data yang tercantum di tabel 4.1 dan1 gambar1 4.2, 
dapat1 diketahui1 bahwa1 Rasio1 Efektivitas PAD1 untuk Pemerintah Daerah 
Kabupaten1 Tegal tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang fluktuatif. 
Pada tahun 2016 rasio efektivitas PAD sebesar 101,07%, kemudian 1 pada1 
tahun1 2017 mengalami1 kenaikan1 sebesar1 101,46%, lalu rasio 1 efektivitas 
PAD pada1 tahun1 2018 mengalami1 penurunan1 sebesar1 88,88% dan1 pada1 
tahun1 2019 mengalami1 kenaikan1 kembali sebesar1 96,89%. Jika1 dilihat1 
dari1 rata-rata1 rasio1 efektivitas PAD untuk Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 
Tegal selama periode 4 tahun1 sebesar1 97,07% yang mana dikategorikan 
cukup efektif, karena berada di skala 90%-99% sebagaimana berdasarkan 
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Rasio Efektivitas PAD





2. Rasio Efisiensi Belanja 
Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai1 berikut1 : 





Hasil perhitungan dari Rasio 1 Efisiensi1 Belanja1 dalam penelitian ini 
sebagai1 berikut 1 : 
Tabel 4.2 
Rasio Efisiensi Belanja 










2016 2.070.201.492.705,00 2.373.791.649.000,00 87,21 Cukup Efisien 
2017 2.056.964.445.808,00 2.222.208.581.000,00 92,56 Kurang Efisien 
2018 2.127.372.729.068,00 2.304.909.079.000,00 92,29 Kurang Efisien 
2019 2.210.463.202.698,15 2.399.784.504.000,00 92,11 Kurang Efisien 
Rata-Rata 91,04 Kurang Efisien 
Sumber1 : BPKAD1 Kab.1 Tegal yang telah1 Diolah,1 2021 
 
Berdasarkan1 tabel1 4.2 di1 atas,1 maka1 hasil dari Rasio Efisiensi 






Sumber : Data yang telah Diolah, 2021 
 
Gambar 4.3 
Rasio Efisiensi Belanja 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
 
Berdasarkan1 data1 yang1 tercantum1 di tabel1 4.2 dan1 gambar 4.3, 
dapat1 diketahui1 bahwa1 Rasio 1 Efisiensi1 Belanja untuk Pemerintah1 
Daerah1 Kabupaten1 Tegal tahun1 2016-2019 menunjukkan hasil yang 
fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio efisiensi belanja sebesar 87,21%, lalu 
pada1 tahun1 2017 mengalami1 kenaikan1 sebesar1 92,56%, selanjutnya rasio 
efisiensi belanja pada1 tahun1 2018 mengalami1 penurunan1 sebesar1 92,29% 
dan1 pada1 tahun1 2019 kembali mengalami1 penurunan1 sebesar1 92,11%. 
Jika1 dilihat1 dari1 rata-rata1 rasio1 efisiensi belanja untuk Pemerintah1 
Daerah Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 sebesar1 91,04% yang1 mana 
dikategorikan kurang efisien, sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian 
tingkat efisiensi belanja dimana skala 90%-100% merupakan kriteria 
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Rasio Efisiensi Belanja





3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio ini dihitung1 dengan1 rumus1 sebagai1 berikut1 : 
Rasio Kemandirian = 
Pendapatan Asli Daerah 
x 100% 
Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman 
 
Hasil1 perhitungan1 dari Rasio 1 Kemandirian1 Keuangan1 Daerah1 
dalam1 penelitian ini1 sebagai berikut1 : 
Tabel 4.3 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 













2016 316.051.189.733,60 1.835.602.482.074,00 0 17,21 Sangat Rendah 
2017 375.531.165.351,20 1.921.568.586.197,00 0 19,54 Sangat Rendah 
2018 372.282.676.054,62 2.008.586.726.208,00 0 18,53 Sangat Rendah 
2019 436.003.392.413,29 1.837.604.163.183,00 0 23,72 Sangat Rendah 
Rata-Rata 19,75 Sangat Rendah 
Sumber1 : BPKAD1 Kab.1 Tegal yang telah1 Diolah,1 2021 
 
Berdasarkan1 tabel1 4.3 di1 atas,1 maka1 hasil dari Rasio Kemandirian 






Sumber : Data yang1 telah Diolah, 2021 
 
Gambar 4.4 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
 
Berdasarkan1 data1 yang1 tercantum1 di tabel1 4.3 dan1 gambar 4.4, 
dapat diketahui bahwa Rasio 1 Kemandirian1 Keuangan1 Daerah1 untuk1 
Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 menunjukkan1 
kondisi1 keuangan1 yang1 fluktuatif.1 Rasio kemandirian pada1 tahun1 2016 
sebesar1 17,21%, kemudian pada1 tahun1 2017 mengalami kenaikan 
sebesar1 19,54%, lalu1 rasio1 kemandirian1 pada1 tahun1 2018 mengalami1 
penurunan1 sebesar1 18,53% dan1 pada1 tahun1 2019 mengalami1 kenaikan1 
kembali sebesar1 23,72%. Jika1 dilihat1 dari1 rata-rata1 rasio1 kemandirian1 
keuangan daerah untuk Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 Tegal1 selama 
periode 4 tahun1 sebesar1 19,75% yang1 mana dikategorikan sangat rendah, 
sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat 1 kemandirian1 
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Rasio Kemandirian Keuangan Daerah





4. Rasio Keserasian Belanja 
Rasio1 ini terdiri1 dari1 Rasio1 Belanja1 Operasi dan1 Rasio1 Belanja1 
Modal, yang masing-masing dihitung1 dengan1 rumus1 sebagai1 berikut 1 : 
a. Rasio Belanja Operasi : 
Rasio Belanja Operasi = 
Realisasi Belanja Operasi 
x 100% 
Total Belanja Daerah 
 
b. Rasio Belanja Modal : 
Rasio Belanja Modal = 
Realisasi Belanja Modal 
x 100% 
Total Belanja Daerah 
 
Hasil1 perhitungan1 dari1 Rasio Belanja1 Operasi1 dan1 Rasio 
Belanja1 Modal1 dalam penelitian ini sebagai1 berikut 1 : 
Tabel 4.4 
Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal 














2016 1.546.321.787.664,00 516.642.310.814,00 2.070.201.492.705,00 74,69 24,95 
2017 1.611.513.759.083,00 437.758.902.809,00 2.056.964.445.808,00 78,34 21,28 
2018 1.705.253.631.133,00 417.983.021.935,00 2.127.372.729.068,00 80,15 19,64 
2019 1.776.068.220.040,15 434.393.482.658,00 2.210.463.202.698,15 80,34 19,65 
Rata-Rata 78,38 21,38 
Sumber1 : BPKAD1 Kab.1 Tegal yang telah1 Diolah,1 2021 
 
Berdasarkan1 tabel1 4.4 di1 atas,1 maka1 hasil1 dari1 Rasio1 Belanja1 





Sumber1 : Data1 yang telah Diolah,1 2021 
 
Gambar 4.5 
Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
 
Berdasarkan data yang tercantum di tabel1 4.4 dan1 gambar1 4.5, 
dapat1 diketahui1 bahwa1 Rasio1 Belanja1 Operasi1 untuk Pemerintah1 
Daerah Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 mengalami kenaikan. 
Rasio belanja operasi pada1 tahun1 2016 sebesar1 74,69%, lalu pada1 
tahun1 2017 mengalami1 kenaikan1 sebesar 78,34%, selanjutnya rasio 
belanja operasi pada1 tahun1 2018 mengalami1 kenaikan1 sebesar 1 
80,15% dan1 tahun1 2019 mengalami1 kenaikan kembali1 sebesar1 
80,34%. Jika1 dilihat1 dari1 rata-rata1 rasio1 belanja operasi untuk 
Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 sebesar1 
78,38%. 
Berdasarkan data yang tercantum di tabel1 4.4 dan1 gambar1 4.5, 
dapat1 diketahui1 bahwa1 Rasio 1 Belanja1 Modal1 untuk Pemerintah1 
74.69 78.34
80.15 80.34 78.38
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Rasio Belanja Operasi dan
Rasio Belanja Modal





Daerah Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 menunjukkan hasil yang 
fluktuatif. Rasio belanja modal pada1 tahun1 2016 sebesar1 24,95%, 
kemudian1 pada1 tahun1 2017 mengalami penurunan sebesar1 21,28% 
dan1 pada1 tahun1 2018 kembali mengalami penurunan 19,64%, lalu 
rasio belanja modal pada1 tahun1 2019 mengalami1 kenaikan1 kembali1 
sebesar1 19,65%. Jika1 dilihat 1 dari1 rata-rata1 rasio1 belanja modal untuk 
Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 sebesar1 
21,38% 
 
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Rasio ini dihitung dengan rumus1 sebagai1 berikut1 : 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan = 
Pendapatan Th t - Pendapatan Th (t-1) 
x 100% 
Pendapatan Th (t-1) 
 
Hasil perhitungan dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan dalam 
penelitian ini sebagai1 berikut 1 : 
Tabel 4.5 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
Tahun 
Pendapatan Th t - 
Pendapatan Th (t-1) 
(Rp) 





2015 - 2.097.095.623.983,00 - 
2016 064.065.435.604,60 2.161.161.059.587,60 3,05 
2017 289.605.492.542,60 2.450.766.552.130,20 13,40 
2018 073.599.367.684,42 2.524.365.919.814,62 3,00 
2019 231.311.564.337,67 - 9,16 
Rata-Rata 7,15 






Berdasarkan1 tabel1 4.5 di1 atas,1 maka1 hasil dari Rasio Pertumbuhan 
Pendapatan dapat disajikan dalam gambar grafik berikut ini : 
Sumber : Data yang telah Diolah, 2021 
 
Gambar 4.6 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
 
Berdasarkan1 data1 yang1 tercantum1 di tabel1 4.5 dan1 gambar1 4.6, 
dapat1 diketahui1 bahwa1 Rasio1 Pertumbuhan1 Pendapatan untuk 
Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten1 Tegal tahun1 2016-2019 menunjukkan1 
hasil yang fluktuatif. Rasio 1 pertumbuhan1 pendapatan1 paling1 tinggi1 
terjadi1 pada1 tahun1 2017 sebesar1 13,4% dan1 rasio pertumbuhan1 
pendapatan1 paling1 rendah1 terjadi pada1 tahun1 2018 sebesar1 3%. Jika1 
dilihat1 dari1 rata-rata1 rasio1 pertumbuhan pendapatan untuk Pemerintah1 














2016 2017 2018 2019 Rata-Rata
Rasio Pertumbuhan Pendapatan





6. Analisis Trend 
Analisis1 pertumbuhan1 (trend)1 adalah analisis1 untuk1 mengetahui1 
kecenderungan1 baik1 berupa1 kenaikan1 atau1 penurunan1 kinerja1 selama1 
kurun1 waktu1 tertentu.1 Dimana neraca1 yang1 disusun1 dalam1 persentase 
trend1 dapat1 memberikan1 informasi1 mengenai1 tingkat 1 pertumbuhan1 
masing-masing 1 pos1 laporan1 keuangan1 dari1 tahun1 ke1 tahun1 (Mahmudi, 
2016). Analisis1 ini dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
Analisis Trend = 
Pos A ditahun t 
x 100% 
Pos A ditahun dasar 
 
Hasil perhitungan dari Analisis Trend pada neraca disajikan 
sebagai berikut : 
Tabel 4.6 
Analisis Trend Pada Neraca Per 31 Desember 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
Keterangan 
Tahun (%) 
2016 2017 2018 2019 
Aset Lancar 100% 92% 85% 98% 
Investasi Jangka Panjang 100% 117% 127% 136% 
Aset Tetap 100% 108% 115% 122% 
Aset Lainnya 100% 110% 167% 142% 
Kewajiban Jangka Pendek 100% 76% 72% 78% 
Kewajiban Jangka Panjang 100% 100% 100% 100% 
Ekuitas 100% 108% 115% 122% 
Sumber1 : Data1 yang1 telah Diolah,1 2021 
 
Berdasarkan1 tabel1 4.6 di1 atas,1 maka hasil dari1 Analisis Trend Pada 
Neraca Per 31 Desember Tahun 2016-2019 dapat disajikan dalam 






Sumber : Data yang telah Diolah, 2021 
 
Gambar 4.7 
Analisis Trend Pada Neraca Per 31 Desember 
Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019 
 
Berdasarkan data yang tercantum di tabel1 4.6 dan1 gambar1 4.7, 
dapat1 diketahui bahwa1 Analisis Trend Pada Neraca1 Per1 31 Desember1 
untuk Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 Tegal tahun 2016-2019, 
menunjukkan hasil persentase pada aset lancar mengalami penurunan 
fluktuatif, pada1 investasi1 jangka1 panjang1 mengalami1 peningkatan1 setiap 
tahunnya, pada1 aset1 tetap1 juga1 mengalami1 peningkatan1 setiap1 tahunnya, 1 
pada aset lainnya mengalami peningkatan fluktuatif, pada kewajiban 
jangka pendek juga mengalami penurunan fluktuatif, pada kewajiban 
jangka panjang Pemda Kab. Tegal tidak ada persentase dan pada ekuitas 
































Berdasarkan1 hasil1 penelitian1 di1 atas,1 maka1 pembahasan1 pada 
penelitian1 ini1 akan diuraikan sebagai berikut 1 : 
1. Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli 
Daerah 
Berdasarkan hasil penelitian, rasio 1 efektivitas1 PAD1 pada1 tahun1 
2016 dikategorikan sangat efektif dengan nilai sebesar 101,07%. 
Kemudian pada tahun 2017 hasil perhitungan rasio efektivitas PAD 
sebesar 101,46% di atas rata-rata secara keseluruhan, dikategorikan 
sangat efektif serta mengalami1 kenaikan1 dari1 tahun1 sebelumnya.1 Pada1 
tahun1 2018 hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dikategorikan kurang 
efektif, karena mengalami penurunan sebesar 88,88% di bawah rata-rata 
secara keseluruhan. Dan pada1 tahun1 2019 hasil1 perhitungan1 rasio 1 
efektivitas PAD mengalami1 kenaikan1 kembali sebesar1 96,89% yang 
mana dikategorikan cukup efektif. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 
2016 dan 2017 sudah sangat 1 efektif,1 karena1 nilai yang1 diperoleh1 sudah 
melebihi1 100% atau melebihi target 1 yang1 telah1 ditetapkan.1 Sedangkan 
untuk tahun1 2018 dan1 2019 belum mencapai target 1 yang1 telah1 
ditetapkan.1 
Hal1 ini1 menunjukkan1 bahwa1 secara keseluruhan Rasio 1 Efektivitas1 
PAD1 untuk Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten Tegal selama1 tahun1 2016-





Pemerintah Daerah Kab. Tegal sudah berupaya dengan baik menerapkan 
kinerjanya sehingga mampu melebihi target yang telah dianggarkan. 
Namun ada komponen PAD yang1 capaiannya1 masih1 di1 bawah1 target1 
yang1 telah1 dianggarkan, yaitu pendapatan retribusi1 daerah1 pada1 tahun1 
2016 sebesar 93,82% (kurang Rp. 1.404.214.754,00 atau 6,18%), 
kemudian pada tahun 2017 sebesar 92,74% (kurang Rp. 
1.569.685.105,00 atau 7,26%), lalu pada tahun 2018 sebesar 67,01% 
(kurang Rp. 8.779.583.655,00 atau 32,99%), dan pada tahun 2019 
sebesar 81,29% (kurang Rp. 5.803.004.079,00 atau 18,71%) serta lain-
lain2 PAD2 yang2 sah2 pada2 tahun2 2019. 
Oleh1 karena1 itu,1 Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten Tegal harus 
mampu1 meningkatkan kembali pendapatan retribusi1 daerah1 dan1 lain-lain1 
PAD1 yang1 sah.1 Faktor yang1 mempengaruhi meningkatnya Pendapatan1 
Asli Daerah (PAD)1 pada tahun 2016-2019 adalah hasil perolehan dari1 
pendapatan1 pajak1 daerah1 dan1 pendapatan1 hasil1 pengelolaan1 kekayaan1 
daerah,1 hal ini dibuktikan selama 1 kurun1 waktu1 4 tahun1 terakhir 1 
mengalami1 peningkatan.1 Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah 
Kab. Tegal memiliki1 kinerja1 yang1 baik1 dalam1 hal1 merealisasikan1 PAD1 
yang1 telah1 direncanakan1 dan mampu melebihi target yang telah 
dianggarkan. Namun1 untuk1 tetap1 mempertahankan1 hal1 tersebut,1 
Pemerintah1 Daerah1 Kab. Tegal harus1 mampu mengoptimalkan1 dalam 





penerimaan pendapatan, agar tidak bergantung dan menunggu bantuan 
transfer dana dari pusat. 
Hasil1 penelitian1 ini1 sependapat dengan1 penelitian1 sebelumnya1 
yang1 telah1 dilakukan1 oleh1 Maulina & Rhea (2019) dan1 Fitra, Mukhlis & 
Dani (2020) yang menyatakan bahwa keseluruhan hasil dari Rasio 
Efektivitas PAD dikategorikan cukup efektif. 
 
2. Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Efisiensi Belanja 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian, rasio 1 efisiensi1 belanja1 pada tahun 
2016 dikategorikan cukup efisien dengan nilai sebesar 87,21% di bawah 
rata-rata secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2017 hasil 
perhitungan rasio efisiensi belanja sebesar 92,56% di atas rata-rata secara 
keseluruhan, dikategorikan kurang efisien serta mengalami kenaikan dari 1 
tahun1 sebelumnya.1 Pada1 tahun1 2018 hasil perhitungan rasio 1 efisiensi1 
belanja1 dikategorikan kurang efisien, walaupun sudah mengalami 1 
penurunan1 sebesar1 92,29%. Dan1 pada1 tahun1 2019 hasil perhitungan 
rasio1 efisiensi1 belanja kembali mengalami penurunan sebesar 92,11% 
yang mana masih dikategorikan kurang efisien. 
Realisasi Belanja tahun 2016 sudah cukup efisien, karena nilai 
yang diperoleh berada pada skala 80%-90% atau di1 bawah1 target 1 yang1 
telah1 ditetapkan.1 Sedangkan untuk tahun1 2017, 2018 dan1 2019 berada 
pada skala 90%-100%, artinya nilai yang diperoleh kurang efisien atau 





secara1 keseluruhan1 Rasio1 Efisiensi1 Belanja1 untuk Pemerintah Daerah1 
Kabupaten1 Tegal selama tahun1 2016-2019 masih dikategorikan kurang 
efisien dengan nilai sebesar 91,04%. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus mampu menerapkan 
kinerjanya dengan baik lagi dalam mengoptimalkan penghematan 
anggaran agar tidak terjadi pemborosan anggaran pada target yang telah 
dianggarkan. Pemborosan anggaran yang kerap terjadi ialah biaya yang 
dikeluarkan banyak tetapi hasil1 yang1 dicapai1 tidak1 maksimal.1 Oleh1 
karena1 itu,1 salah1 satu1 bentuk1 penghematan1 anggaran1 adalah dengan1 cara 
mengeluarkan biaya 1 yang1 sedikit 1 atau biaya1 yang1 dibutuhkan, tetapi1 
hasil1 yang1 dicapai1 dapat1 maksimal.1 Prestasi1 ini1 yang harus1 
dipertahankan1 karena1 semakin1 menghemat 1 anggaran,1 maka anggaran 
tersebut akan dapat 1 dipergunakan1 untuk1 hal1 lainnya yang1 lebih1 penting.1 
Hasil1 penelitian1 ini1 tidak sependapat 1 dengan1 penelitian1 
sebelumnya1 yang1 telah1 dilakukan1 oleh1 Pandjaitan, Tommy & Untu 
(2018) dikarenakan keseluruhan hasil dari Rasio Efisiensi Belanja 
dikategorikan cukup efisien, sedangkan pada penelitian ini dikategorikan 
kurang efisien. 
 
3. Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah 
Berdasarkan hasil1 penelitian,1 rasio1 kemandirian1 pada1 tahun1 2016 





rata secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2017 hasil perhitungan 
rasio kemandirian sebesar 19,54%, dikategorikan sangat rendah serta 
mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 hasil perhitungan rasio 
kemandirian dikategorikan sangat rendah, kembali mengalami penurunan 
sebesar 18,53%. Dan pada1 tahun1 2019 hasil1 perhitungan1 rasio 1 
kemandirian mengalami1 kenaikan1 kembali sebesar1 23,72% di atas rata-
rata secara keseluruhan serta dikategorikan sangat 1 rendah.1 
Hal1 ini1 menunjukkan1 bahwa1 secara keseluruhan Rasio 1 
Kemandirian1 Keuangan1 Daerah1 untuk Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten1 
Tegal selama tahun1 2016-2019 masih1 dikategorikan sangat 1 rendah1 
dengan nilai sebesar 19,75% yang mana rata-rata tersebut masih kurang 
untuk mencapai tingkat kemandirian sebesar 50%. Hal ini disebabkan 
jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Tegal selama 1 kurun1 waktu1 
4 tahun1 terakhir1 memang1 mengalami1 peningkatan,1 namun tidak 
signifikan. Karena kontribusi transfer dana dari pemerintah pusat dan 
provinsi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga 
pendapatan transfer kembali mendominasi penerimaan pendapatan 
daerah. 
Capaian1 ini1 tidak1 terlepas1 dari1 keadaan1 keuangan1 daerah di1 Kab. 
Tegal yang 1 masih1 banyak1 bergantung pada1 dana1 perimbangan1 baik1 dari1 
pemerintah pusat maupun1 provinsi. Pada TA. 2016-2019, hampir 1 
keseluruhan1 pendapatan1 daerah1 sepenuhnya1 bersumber1 dari1 transfer 





daerah,1 hasil1 pengelolaan1 kekayaan1 daerah1 dan1 lain-lain1 PAD1 yang1 sah1 
cenderung tidak stabil. Tercatat dari tahun 2016-2019 rata-rata 
pendapatan1 pajak1 daerah1 dan1 retribusi1 daerah1 Kab. Tegal adalah 99 
miliar dan 21 miliar saja. Situasi ini membuat Pemerintah Daerah Kab. 
Tegal belum mampu mandiri1 dalam1 melaksanakan1 urusan1 otonomi1 
daerah.1 
Wilayah1 Kabupaten1 Tegal1 sangat 1 berpotensi1 untuk1 menghasilkan1 
PAD1 yang1 cukup1 besar1 dikarenakan memiliki usaha yang1 baik terutama 
pada sektor jasa dan pariwisata. Sehingga1 Pemerintah1 Daerah1 Kab. 
Tegal1 harus1 mampu mengoptimalkan1 sumber-sumber penerimaan 
pendapatan seperti pajak daerah dan1 retribusi1 daerah1 yang1 menjadi 
komponen1 utama1 PAD.1 Serta kontribusi masyarakat 1 dalam membayar 1 
pajak1 daerah dan1 retribusi1 daerah1 menunjukkan tingkat 1 kesejahteraan1 
masyarakat.1 Apabila kontribusi masyarakat meningkat, 1 maka PAD juga 
akan meningkat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga 
semakin meningkat. 
Hasil1 penelitian1 ini1 sependapat 1 dengan1 penelitian1 sebelumnya 1 
yang1 telah1 dilakukan1 oleh1 Pandjaitan, Tommy & Untu (2018), Susanto 
(2019), Sartika & Pratama (2019), Soedarsa (2020) dan Fitra, Mukhlis & 
Dani (2020) yang menyatakan bahwa keseluruhan hasil dari1 Rasio 1 






4. Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Keserasian Belanja 
Rasio1 Keserasian1 Belanja1 terdiri1 dari1 Rasio1 Belanja1 Operasi dan1 
Belanja1 Modal. Berdasarkan1 perhitungan1 rasio1 keserasian1 belanja dapat 1 
diketahui1 bahwa1 realisasi1 total1 belanja1 daerah Pemerintah Daerah 
Kabupaten1 Tegal selama tahun1 2016-2019 menunjukkan hasil yang 
fluktuatif. Pada1 tahun1 2016 sebesar1 2,070 miliar, kemudian tahun1 2017 
mengalami penurunan menjadi sebesar 1 2,056 miliar, lalu1 tahun1 2018 
mengalami1 kenaikan1 menjadi sebesar1 2,127 miliar dan1 pada1 tahun1 2019 
juga1 mengalami kenaikan1 menjadi sebesar1 2,210 miliar. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui1 bahwa1 Rasio1 Belanja1 
Operasi untuk Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten1 Tegal tahun1 2016-2019 
mengalami kenaikan. Rasio belanja operasi pada tahun 2016 sebesar 
74,69%. Kemudian pada1 tahun1 2017 rasio 1 belanja1 operasi sebesar1 
78,34% mengalami1 kenaikan.1 Pada1 tahun1 2018 rasio belanja operasi 
kembali mengalami kenaikan sebesar 80,15%. Dan pada1 tahun1 2019 
rasio1 belanja1 operasi1 juga mengalami kenaikan sebesar1 80,34%. Jika1 
dilihat1 dari1 rata-rata1 rasio1 belanja operasi untuk Pemerintah1 Daerah Kab. 
Tegal1 selama periode 4 tahun sebesar 78,38%. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui1 bahwa1 Rasio1 Belanja1 
Modal untuk Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten1 Tegal tahun1 2016-2019 
menunjukkan hasil yang fluktuatif. Rasio 1 belanja1 modal1 pada1 tahun1 





sebesar 21,28% mengalami1 penurunan.1 Pada tahun1 2018 rasio1 belanja1 
modal1 kembali mengalami penurunan sebesar 1 19,64%. Dan pada1 tahun1 
2019 rasio1 belanja1 modal1 mengalami kenaikan kembali1 sebesar1 19,65%. 
Jika1 dilihat1 dari1 rata-rata1 rasio1 belanja modal untuk Pemerintah1 Daerah 
Kab. Tegal1 selama periode 4 tahun sebesar 21,38%. 
Hal ini menunjukkan bahwa,1 sebagian1 besar1 dana1 yang1 dimiliki1 
Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten Tegal masih1 mengutamakan prioritas 
alokasi untuk1 kebutuhan1 belanja1 operasi1 sehingga1 kebutuhan belanja1 
modal1 relatif1 kecil.1 Ini1 dibuktikan1 dengan rata-rata1 rasio1 belanja1 operasi1 
sebesar 78,38% lebih1 besar1 jika dibandingkan1 dengan1 rasio belanja 1 
modal1 sebesar 21,38%. Pemerintah1 Daerah1 Kab. Tegal lebih banyak 
mengeluarkan biaya rutin atau berulang untuk memenuhi kebutuhan 
belanja operasi, yang mengakibatkan kebutuhan belanja modal untuk 
membiayai pembangunan daerah relatif kecil. Sebagian besar dana 
belanja operasi digunakan1 untuk1 belanja1 pegawai, 1 belanja1 barang1 dan1 
jasa,1 belanja1 hibah1 dan1 belanja1 bantuan1 sosial.1 
Hal1 ini1 dikarenakan1 belum1 ada1 patokan1 yang1 pasti1 untuk1 
persentase dari setiap belanja 1 operasi maupun belanja modal. 1 Sehingga1 
Pemerintah1 Daerah1 Kab. Tegal masih1 berfokus terhadap pengeluaran-
pengeluaran1 rutin1 atau berulang untuk1 pemenuhan1 aktivitas1 pemerintah 
daerah, yang akhirnya mengakibatkan pengeluaran belanja modal untuk 
pembangunan daerah masih relatif kecil. Pembangunan daerah sangatlah 





dinikmati1 langsung1 oleh1 publik.1 Karena1 pada1 dasarnya1 dana1 pada1 
anggaran1 APBD merupakan dana 1 publik,1 sehingga1 dana1 tersebut 1 harus 
dimanfaatkan1 untuk1 publik1 juga. 
Hasil penelitian1 ini1 sependapat 1 dengan1 penelitian1 sebelumnya1 
yang1 telah1 dilakukan1 oleh1 Pandjaitan, Tommy & Untu (2018), Maulina 
& Rhea (2019), Sartika & Pratama (2019) dan Fitra, Mukhlis & Dani 
(2020) yang menyatakan bahwa keseluruhan hasil dari Rasio Keserasian 
Belanja dikategorikan belum seimbang dikarenakan sebagian1 besar1 dana1 
yang1 dimilikinya masih1 mengutamakan prioritas alokasi untuk1 
kebutuhan1 belanja1 operasi1 sehingga1 kebutuhan belanja 1 modal1 relatif1 
kecil.1 
 
5. Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tegal diukur dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian,1 diketahui1 bahwa1 Rasio1 Pertumbuhan1 
Pendapatan untuk Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten1 Tegal tahun1 2016-
2019 menunjukkan1 hasil yang1 fluktuatif1 dengan1 rata-rata1 pertumbuhan1 
sebesar1 7,15%. Rasio pertumbuhan1 pendapatan1 paling1 tinggi1 terjadi1 
pada1 tahun1 2017 sebesar1 13,4% dan1 rasio pertumbuhan1 pendapatan1 
paling1 rendah1 terjadi pada tahun1 2018 sebesar1 3%. Ini dibuktikan dari 
tahun 2016 pertumbuhan sebesar 3%, kemudian tahun 2017 naik sebesar 
10,35% menjadi 13,4%, lalu di tahun 2018 turun drastis sebesar 10,4% 
menjadi 3% dan kembali naik di tahun 2019 sebesar 6,16% menjadi 





belum1 mampu1 mempertahankan1 pertumbuhan1 pendapatan sehingga 
hasilnya selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung tidak stabil. 
Pertumbuhan1 pendapatan1 seharusnya1 dari1 tahun1 ke1 tahun1 
mengalami1 pertumbuhan (trend) yang cenderung meningkat atau positif. 
Sehingga1 mencerminkan1 bahwa1 daerah1 tersebut 1 selalu1 memperbaiki1 
peningkatan kinerjanya1 terutama pada pendapatan daerah. Pemerintah 
Daerah Kab. Tegal seharusnya dapat mendominasi keuangan terutama 
pada pendapatan asli daerah, agar penerimaan tersebut dapat membantu 
pendapatan daerah semakin1 besar1 dan1 dapat1 digunakan1 untuk1 biaya 
pembangunan1 daerah. Sehingga1 tidak1 bergantung dan menunggu 
bantuan1 dana transfer dari1 pusat.1 
Hasil1 penelitian1 ini1 sependapat 1 dengan1 penelitian1 sebelumnya 1 
yang1 telah1 dilakukan1 oleh1 Susanto (2019), Sartika & Pratama (2019) dan 
Fitra, Mukhlis & Dani (2020) yang menyatakan bahwa belum mampu 
mempertahankan Rasio Pertumbuhan Pendapatan sehingga hasilnya 
selama setiap tahunnya cenderung tidak stabil. 
 
6. Analisis Trend Kinerja Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tegal 
Berdasarkan1 hasil1 penelitian,1 diketahui1 bahwa1 Analisis Trend pada 
Neraca1 Per1 31 Desember1 untuk Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 Tegal 
tahun 2016-2019, menunjukkan hasil persentase pada aset lancar 
mengalami penurunan fluktuatif, penurunan paling tinggi di tahun 2018 





setiap1 tahunnya,1 peningkatan1 paling tinggi1 di tahun1 2019 sebesar 136% 
dengan pemerintah meningkatkan nilai investasi permanennya pada 
penyertaan modal pemerintah daerah. 
Pada aset 1 tetap1 juga mengalami1 peningkatan1 setiap1 tahunnya, 1 
peningkatan1 paling tinggi1 di tahun1 2019 sebesar 122% dengan 
pemerintah meningkat nilai pada gedung 1 dan1 bangunan1 serta1 jalan,1 
irigasi1 dan1 jaringan.1 Hal ini terbukti di tahun 2019 pemerintah daerah 
mulai aktif memperbaiki sarana dan prasarana, seperti perawatan maupun 
pembangunan1 gedung1 dan1 bangunan,1 perbaikan maupun pembangunan1 
jalan;1 irigasi;1 jaringan dan lain-lainnya.1 Pada aset lainnya mengalami 
peningkatan fluktuatif, peningkatan paling tinggi di tahun 2018 sebesar 
167%. 
Pada kewajiban jangka pendek juga mengalami penurunan 
fluktuatif, penurunan paling tinggi di tahun 2018 sebesar 72% bila 
dibandingkan dengan tahun 2017 hanya beda 4%, ini menunjukkan 
bahwa Pemda Kab. Tegal mengurangi porsinya dan berfokus pada nilai 
keuangan lainnya yang lebih penting. Pada kewajiban jangka panjang 
Pemda Kab. Tegal tidak ada persentase dan pada ekuitas mengalami 1 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Rasio1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah1 untuk1 Pemerintah1 Daerah 
Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 dikategorikan cukup efektif dengan 
nilai sebesar 97,07%. 
2. Rasio1 Efisiensi1 Belanja1 untuk Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten Tegal  
tahun1 2016-2019 dikategorikan kurang efisien dengan nilai sebesar 
91,04%. 
3. Rasio1 Kemandirian1 Keuangan1 Daerah1 untuk1 Pemerintah1 Daerah 
Kabupaten1 Tegal1 tahun1 2016-2019 dikategorikan sangat rendah dengan 
nilai sebesar 19,75%. 
4. Rasio1 Keserasian1 Belanja untuk Pemerintah1 Daerah Kabupaten1 Tegal1 
tahun1 2016-2019 menunjukkan bahwa masih mengutamakan prioritas 
alokasi untuk1 kebutuhan1 belanja1 operasi1 sehingga1 kebutuhan1 belanja1 
modal1 relatif1 kecil.1 Ini1 dibuktikan1 dengan1 rata-rata1 rasio1 belanja1 operasi1 
sebesar 78,38% lebih1 besar1 dibandingkan1 dengan rasio 1 belanja1 modal1 
sebesar1 21,38%. 
5. Rasio1 Pertumbuhan1 Pendapatan untuk Pemerintah1 Daerah1 Kabupaten1 





terjadi1 di tahun1 2017 sebesar1 13,4% dan1 paling1 rendah1 terjadi di tahun1 
2018 sebesar1 3%. Hal1 ini1 menandakan1 bahwa1 Pemerintah Daerah Kab. 
Tegal1 belum1 mampu1 mempertahankan1 pertumbuhan1 pendapatan 
sehingga hasilnya selama periode 4 tahun terakhir cenderung tidak stabil. 
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian 
ini sebagai berikut : 
1. Disarankan yang1 menggunakan1 penelitian1 yang1 sama1 untuk1 melakukan1 
studi1 eksploitasi pada1 setiap1 komponen1 Anggaran1 Pendapatan1 Belanja1 
Daerah1 dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga hasilnya spesifik. 
2. Disarankan menambah, mengurangi atau mengganti pada rasio keuangan, 
menambah rentang waktu penelitian dan memperluas lingkup wilayah 
penelitian, tidak hanya 1 kabupaten/Kota akan tetapi bisa lebih luas lagi 
agar dapat membandingkan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. 
3. Pemerintah Daerah Kab. Tegal diharapkan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan tingkat efektivitas PAD. Serta melihat lebih lanjut 
komponen PAD apa saja yang paling berpengaruh terhadap tingkat 
efektivitas PAD. Khususnya komponen retribusi daerah dari tahun 2016-
2019 belum mencapai target yang dianggarkan sehingga perlu 1 menjadi1 
perhatian1 khusus1 bagi1 pemerintah1 daerah1 agar1 retribusi daerah dapat 





4. Pemerintah1 Daerah1 Kab. Tegal diharapkan1 dapat1 menurunkan tingkat 
efisiensi belanja dan menerapkan kinerjanya dengan baik lagi dalam 
mengoptimalkan penghematan anggaran agar tidak terjadi pemborosan 
anggaran pada target yang telah dianggarkan. Dengan cara mengeluarkan 
biaya yang sedikit atau biaya1 yang1 dibutuhkan, tetapi1 hasil1 yang1 dicapai1 
dapat1 maksimal.1 Hal ini1 yang harus1 dipertahankan1 karena1 semakin1 
menghemat 1 anggaran,1 maka anggaran tersebut akan dapat 1 dipergunakan1 
untuk1 hal1 lainnya yang1 lebih1 penting.1 
5. Tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kab. Tegal masih dalam 
kategori sangat rendah, diharapkan lebih mengoptimalkan sumber-
sumber1 penerimaan1 seperti1 pajak1 daerah1 dan1 retribusi1 daerah1 karena 
cenderung tidak stabil serta1 melakukan1 pengawasan1 dan1 pengendalian1 
agar1 tidak1 terjadi1 penyimpangan terhadap pemungutan PAD. Dengan 
meningkatnya pajak1 daerah1 dan1 retribusi1 daerah1 akan meningkatkan1 
Pendapatan1 Asli1 Daerah1 (PAD)1 sehingga meningkatkan juga 
kemandirian keuangan daerah Kab. Tegal. 
6. Belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kab. Tegal masih diprioritaskan 
untuk kebutuhan belanja operasi. Oleh karena itu, diharapkan1 lebih1 
seimbang1 dalam1 mengalokasikan1 penggunaan1 Anggaran1 Pendapatan 1 
dan1 Belanja1 Daerah1 (APBD)1 dengan1 mengurangi1 belanja operasi dan1 
meningkatkan1 belanja1 modal1 untuk1 meningkatkan1 pembangunan1 





minimum1 belanja1 modal.1 Sehingga anggaran1 sebagai1 alat1 distribusi, 1 
alokasi1 dan1 stabilisasi1 dapat1 berjalan1 dengan1 baik.1 
7. Pemerintah1 Daerah1 Kab. Tegal belum stabil dalam mempertahankan 
pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, diharapkan dapat 
mendominasi Pendapatan1 Asli1 Daerah1 (PAD)1 agar1 penerimaan1 
pendapatan1 semakin besar sehingga dapat digunakan sebagai biaya 
pembangunan daerah dan pertumbuhan pendapatan dapat mengalami 
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